BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA

NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
’ " BUPATI TOBA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan
APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Kabupaten Toba dengan
DPRD Kabupaten Toba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat
I Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3794);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4280);

4.Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  tanggungjawab Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400),

6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Nera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor
6373h

Ll .Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republk
[ndonesia Nomor 4373);

13.Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan dan pengawasan pengelenggaraanPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi
Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6474);

17 .Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
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18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006
lentang Pedoman  Pedoman Pengelolann Keuangan
Dacerah, sebagaimana telah dinbah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 202006 tentang Pedoman
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 20172
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
Tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA

| dan

BUPATI TOBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan
rincian sebagai berikut :
dst...
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri
dari :
dst...
Pasal 3
(2) Belanja Daerah sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
dst...
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Pasal 4

Q) Pembiayaan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri

dan :
dst...
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

ahkan dari

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpis

peraturan Daerah ini, terdiri dari:

dst...

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

)aerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

ielanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 29 Descmber 2020
BUPATI TOBA,
Cap/Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA

Cap/Dto
AUDI MURPHY O. SITORUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2020 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (12-166/2020)

~, (/

Salinar sesuzt dengan aslinya
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Lampiran |
Nomor
Tanggal

: Peraturan Daerah Kabupaten Toba

10 Tahun 2020
29 Desember 2020

KABUPATEN TOBA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

e Uraian

Jumlah

PENDAPATAN DAERAH

l PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

57.344.419.673

) [ Pajak Daerah 23.433.000.000

2| Retribusi Daerah 11.689.035.000

)3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.050.089.714

)4 Lain-lain PAD yang Sah 16.172.294.959
PENDAPATAN TRANSFER 1.012.592.980.922

]| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 962.813.661.000

02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 49.779.319.922

[ LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 30.406.800.000

03 l Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 30.406.800.000

| Jumlah Pendapatan|  1.100.344.200.595

BELANJA

BELANJA OPERASI 703.683.679.590

01 Belanja Pegawai 451.159.005.086
02 Belanja Barang dan Jasa 213.613.674.504
05 _Belanja Hibah 38.581.000.000
06 Eielanja_ Bantuan Sosial 330.000.000
BELANJA MODAL 142.843.951.424

01 | Belanja Modal Tanah

1.165.462.800

%I = Belanja Modal Peralatan dan Mesin

23.374.992.121

03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 27.360.864.954
%1 Bel?nja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 90.469.109.139
05| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 473.522.410
BELANJA TIDAK TERDUGA 8.300.000.000

01 Belanja Tidak Terduga 8.300.000.000
BELANJA TRANSFER 257.290.569.581

)1 Belanja Bagi Hasil 3.100.500.000
2 Belanja Bantuan Keuangan 254.190.069.581

L

Jumlah Belanja

1.112.118.200.595

Total Surplus/(Defisit)

(11.774.000.000)
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Lampiran |

. Peraturan Daerah Kabupaten Toba

Nomor
Tanggal

10 Tahun 2020

KABUPATEN TOBA

29 Desember 2020

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian
PEMBIAYAAN

Jumlah

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

16.774.000.000

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

16.774.000.000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

16.774.000.000

Penyertaan Modal Daerah

5.000.000.000

) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

5.000.000.000

Pembiayaan Netto

5.000.000.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan

11.774.000.000
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" DARWIN SIAGIAN
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